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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 2.3 TAHUN 2020

TENTANG

F:EMBEHTUHAH TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGOARAN 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang . a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Tim
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di
Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan FPolitik ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah
tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat [l Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan _-
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara i



5, Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Mepnria
Republik Indonesia Nomor 5587, sebagnimana telah dua kall
diubah terakhir dengan Undang-Undang Namor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin  Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Takhun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

7  Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi  dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah,

& Peraturan Daerah Momor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok
Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2}

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Organisasi Peranghkat Daerah HKabupaten
Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor l.a Tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Peranghat
Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan -

KESATU . Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

KEDUA . Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
ﬂmdiunglmnpnandmﬁuummﬁnmdmm
Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU adalah sebagai berikut :
a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan
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d. Menjamin ketersediaan  dan  akselerasi  informasi  dan
dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat,
: tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima,
e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data
lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kabupaten
Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik,

KETIGA . Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 13 Januari 2020




